BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 65TAHUN 2025
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah

Kabupaten Bangka Barat Nomor  Tahun 2025 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Républik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor .... Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor ...., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....... ); Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelénggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan Keuangan Daerah  serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 727);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka
Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2025 Nomor Seri );



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.

2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

'5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2026.

6. Satuan Kerja Perangkat- Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat selaku
pengguna anggaran/pengguna barang.

7. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Kantor, dan
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Barat adalah
SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi PPKD.

9. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah adalah Kepala Daerah yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

10. Sekretaris Daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang pada Sekretariat
Daerah yang juga bertindak sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah

kepala Organisasi Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
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melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah
Pejabat dalam lingkungan SPKD yang bertugas dan berwenang melaksanakan
sebagian tugas BUD dan bertanggung jawab kepada PPKD.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD. '

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD. |

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
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Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti
bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran
oleh pengguna anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang
bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uahg Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
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tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang
persediaan. |

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayaf Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPU-UP
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD,
karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan
yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.



Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp805.593.470.000,00 (delapan ratus lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta

empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp105.413.000.000,00 (seratus lima miliar empat ratus tiga
belas juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp53.232.000.000,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp45.181.000.000,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh
satu juta rupiah).

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah).

.(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan
sebesar Rp53.232.000.000,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta
rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Reklame;

c. Pajak Air Tanabh;

d. Pajak Sarang Burung Wallet;



(2)

(4)

(S)

&)

(1)

(2)

(3)

(4)

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya;

f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);

g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan;

h. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dianggarkan.
Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pajak Sarang Burung Wallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh
miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar RpS5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp21.199.500.000,00 (dua puluh satu miliar

seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan
sebesar Rp45.181.000.000,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh
satu juta rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha; dan

c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp41.837.000.000,00 (empat puluh satu miliar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp2.914.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat belas juta rupiah).
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud példa ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah).



Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang

merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

penyertaan modal pada BUMD.

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 8

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), terdiri
atas: |

a. Jasa Giro;

b. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;dan

c. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan.

Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pendapatan Denda Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp700.180.470.000,00 (tujuh ratus miliar seratus delapan
puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp668.180.470.000,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar
seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

Pasal 10

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) direncanakan sebesar Rp668.180.470.000,00 (enam ratus enam puluh



(3)

delapan miliaf seratus delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah),
yang terdiri atas:

a. Dana Desa,;

b. Dana Bagi Hasil;

c. Dana Alokasi umum; dan

d. Dana alokasi khusus.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp48.843.491.000,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh
tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

(3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direﬁcanakan
sebesar Rp69.203.773.000,00 (enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta
tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(4) Dana Alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp438.295.861.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan
miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu
rupiah).

(5) Dana Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp111.837.345.000,00 (seratus sebelas miliar delapan
ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah),
yang terdiri atas:

a. Pendapatan Bagi Hasil; dan

b. Bantuan Keuangan.

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah)
Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak

dianggarkan.

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c tidak dianggarkan.



Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar
Rp886.214.055.650,91 (delapan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus empat
belas juta lima puiuh lima ribu enam ratus lima puluh dan sembilan puluh satu per
seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a
direncanakan sebesar Rp719.814.666.750,91 (tujuh ratus sembilan belas miliar
delapan ratus empat belas juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus
lima puluh dan sembilan puluh satu per seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Hibah; dan

d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp442.540.874.972,50 (empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus
empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh
dua dan lima puluh per seratus rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp262.324.650.228,41 (dua ratus enam puluh dua miliar
tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh
delapan dan empat puluh satu per seratus rupiah).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ direncanakan
sebesar Rp10.365.716.50,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh
ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp4.583.425.000,00 (empat miliar lima ratus delapan

puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).



Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(1)

sebesar Rp442.540.874.972,50 (empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus
empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh
dua dan lima puluh per seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;

e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan

f. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp264.886.659.665,00 (dua ratus enam puluh empat
miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan
ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).

Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp152.045.946.001,50 (seratus lima dua miliar empat
puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu satu dan lima puluh per
seratus rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp17.291.930.450,00 (tujuh belas miliar dua ratus
sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh
rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp969.132.023,00 (sembilan ratus enam puluh
sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah).

Belanja penerimaan lainnya pimpinan dprd serta KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (enam
ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

Belénja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud padé. ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp6.745.606.833,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh

lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(3) direncanakan Rp262.324.650.228,41 (dua ratus enam puluh dua miliar tiga



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu dua ratus dua puluh
delapan dan empat puluh satu per seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

Belanja Jasa;

Belanja Pemeliharaan;

& e o

Belanja Perjalanan Dinas;
Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat;

#

f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp39.780.049.683,57 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan
puluh juta empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga dan lima
puluh tujuh per seratus rupiah).

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp118.964.845.314,00 (seratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh
empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah).
Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp5.984.956.139,00 (lima miliar sembilan ratus delapan
puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan
rupiah).

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp33.859.997.500,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus
lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus
rupiah).

Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp12.391.833.424,84 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu
Juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat dan delapan
puluh empat per seratus rupiah).

Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp27.779.125.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus
tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp23.563.843.167,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus
enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh

rupiah).



Pasal 17

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 .ayat (4)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

direncanakan sebesar Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ direncanakan sebesar Rp10.365.716.550,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam

puluh lima juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang

terdiri atas:

a. Belanja Hibah Kepada kepada pemerintah pusat;

b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;

c. Belanja Hibah képada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia;

d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp3.249.576.550,00 (tiga miliar dua ratus empat puluh

sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.249.576.550,00 (tiga miliar dua ratus

empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh

rupiah).

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

direncanakan sebesar Rp5.358.790.000,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh

enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.747.350.000,00 (satu miliar

tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 18

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(5) direncanakan Rp4.583.425.000,00 (empat miliar lima ratus delapan puluh tiga
Juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individuy;

b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;

c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan

d. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang

Pendidikan, Keagamaan Dan Bidang Lainnya).



(2)

(3)

(4)

()

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp4.583.425.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus
lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak dianggarkan.

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c tidak dianggarkan.

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,
Keagamaan Dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

tidak dianggarkan.

Pasal 19

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b
direncanakan sebesar Rp55.107.222.500,00 (lima puluh lima miliar seratus tujuh
Jjuta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
dianggarkan.

Belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp13.751.409.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima
puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ direncanakan sebesar Rp15.496.512.000,00 (lima belas miliar empat ratus
sembilan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp23.063.801.500,00 (dua puluh tiga miliar enam
puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp2.795.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh
lima juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus Juta rupiah).



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pasal 20

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(3) direncanakan sebesar sebesar Rp13.751.409.000,00 (tiga belas miliar tujuh
ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar;

Belanja Modal Alat Angkutan;

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

Belanja Modal Alat Pertanian;

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

o

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;

= Y= B A I © PO )

Belanja Modal Alat Laboratorium,;

[

Belanja Modal Komputer;

j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;

k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;

1. Belanja Modal Rambu-Rambu;

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp163.260.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus
enam puluh ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak
dianggarkan. -

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp398.419.000,00 (tiga ratus sembilan puluh
delapan juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat
juta rupiah).

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g tidak dianggarkan. |

Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
tidak dianggarkan.



(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(1)

(2)

(3)

(4)

direncanakan sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus
ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp206.850.000,00 (dua
ratus enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k direncanakan sebesar Rp58.600.000,00 (lima puluh delapan juta enam
ratus ribu rupiah).

Belanja Modal ram‘bu—rarnbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tidak
dianggarkan.

Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
tidak dianggarkan.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m direncanakan sebesar Rp7.545.230.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat
puluh lima juta duaratus tiga puluh ribu rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf n direncanakan sebesar Rp4.690.550.000,00 (empat miliar enam ratus

sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 21

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (4) direncanakan sebesar Rp15.496.512.000,00 (lima belas miliar empat
ratus sembilan puluh-enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri
atas:

a.Belanja Modal Bangunan Gedung

b.Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl10.657.012.000,00 (sepuluh miliar enam ratus lima
puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah).

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp1.839.500.000,00 (satu miliar delapan ratus tiga

puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar juta rupiah).



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 22

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (5) direncanakan sebesar Rp23.063.801.500,00 (dua puluh tiga miliar
enam puluh tiga juta delapan ratus satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

b. Belanja Modal Bangunan air;

c. Belanja Modal Instalasi;

d. Belanja Modal Jaringan; dan

e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan se‘besar Rp16.207.951.500,00 (enam belas miliar dua ratus tujuh
Jjuta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Belanja Modal Bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp165.850.000,00 (seratus enam puluh lima juta delapan
ratus lima puluh ribu rupiah).

Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak
dianggarkan.

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp6.190.000.000,00 (enam miliar seratus sembilan puluh
Jjuta rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUDsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus Juta rupiah).

Pasal 23

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6)

direncanakan sebesar Rp2.795.500.000,00 (dua miliar tujuhratus sembilan puluh lima

Jjuta limaratus ribu rupiah) yang merupakan Belanja Modal Bahan Perpustakaan,

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
BLUD.

Pasal 24

. Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7)

direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).yang

merupakan belanja modal aset tidak berwujud dan Belanja Modal Aset Lainnya
BLUD.



Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf ¢

direncanakan sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta
rupiah).

(1)

(2)

(3)

Pasal 26

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d
direncanakan sebesar Rp106.542.166.400,00 (seratus enam miliar lima ratus
empat puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan

b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp4.032.400.000,00 (empat miliar tiga puluh dua juta empat ratus ribu
rupiah). :

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl102.509.766.400,00 (seratus dua miliar lima ratus

sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar

Rp80.620.585.650,91 (delapan puluh miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus

delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dan sembilan puluh per seratus rupiah),

yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf
a direncanakan sebesar Rp81.620.585.650.91 (delapan puluh satu miliar enam
ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dan
sembilan puluh per seratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.520.585.650,91



(3)

(delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima
ribu enam ratus lima puluh dan sembilan puluh per seratus rupiah).

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 29

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

seb

agaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp81.520.585.650,91 (delapan puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta lima ratus

delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dan sembilan puluh per seratus rupiah),

berupa penghematan belanja.

(1)

(2)

Pasal 30

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp80.620.585.650,91 (delapan puluh
miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima
puluh dan sembilan puluh per seratus rupiah).

Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp80.620.585.650,91 (delapan
puluh miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus

lima puluh dan sembilan puluh per seratus rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

.

b

c.

Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belahja, dan Pembiayaan;

. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
| Pembiayaan;
Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Hibah;



d. Lampiran IV

€. LampiranV

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j- Lampiran X

k. Lampiran XI
1. Lampiran XII

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran
belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/
Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD
dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara;

Rekapitulasi Dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD

yang disajikan Berdasarkan Sumber Dana;

Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi per- FKTP;
Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS per Sekolah.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD TA 2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Diundangkan di Mentok
3! Desember 2025

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR \\! SERI A



